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ABSTRAK

ADI PRANA SADEWA : 1405170548. PENGARUH PENJUALAN BERSIH
DAN BEBAN KOMERSIAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016 —2017. SKRIPSI, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penjualan bersih yang
dilihat dari total penjualan bersih dan beban komersial yang dilihat dari total
beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan berpengaruh
terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI periode 2016-2017. Jenis penelitian ini adalah asosiatif - kausal dengan jenis
data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id .

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 66 perusahaan dengan metode
pengambilan sampel purposive sampling sehingga diperoleh 30 perusahaan
sampel sebagai objek penelitian yaitu 60 unit analisis (30 x 2 tahun pengamatan).
Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan masing-
masing perusahaan sampel. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan
menggunakan regresi linear berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan bersih secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Pajak penghasilan terutang. Begitu pula dengan
beban komesial berpengaruh secara parsial terhadap pajak penghasilan terutang.
Secara simultan penjualan bersih dan beban komersial berpengaruh terhadap pajak
penghasilan terutang.

Kata Kunci : Penjualan Bersih, Beban Komersial, Pajak Penghasilan Terutang.
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Assalammualaikum Wr.Wb
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan catatan yang memuat informasi tentang
gambaran kinerja keuangan dan kinerja mangjemen suatu perusahaan dalam
periode tertentu. Suatu Laporan Keuangan harus disajikan secara wajar dan sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keungan ( PSAK ). Menurut PSAK No. 1
tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi
para pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan — keputusan
ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan
sumber - sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam PSAK No. 1
paragraf 7, Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Salah satu jenis laporan keuangan yang dengan jelas merefleksikan keberhasilan
perusahaan adalah laporan laba rugi. Menurut Harahap (2012: 73), laporan laba
rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan selama
satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil
tersebut. salah satu informasi penting yang harus disajikan pada laporan laba rugi
perusahaan manufaktur adalah penjualan yang merupakan pendapatan sebagai
hasil yang timbul dari aktivitas normal perusahaan. Tujuan umum penjualan
adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau

bahkan  meningkatkannya untuk  jangka waktu yang lama.



Banyak hal yang dapat mempengaruhi kondisi penjualan perusahaan, yaitu
kondisi pasar, ketersediaan bahan baku, kebijakan yang diberlakukan oleh
pemerintah dan sebagainya. Terdapat dua kebijakan yang berlaku di Indonesia,
yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter dalam bidang
perekonomian yang dicanangkan oleh pemerintah berpotensi memberikan
pengaruh terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap kegiatan usaha dan laba
perusahaan. Pieloor (2010:214) berpendapat bahwa kebijakan moneter dan fiskal
yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan perpajakan, kebijakan tingkat
suku bunga, belanja pemerintah, serta tingkat inflasi yang terjadi dapat memberi
pengaruh positif, negatif, maupun netral terhadap pendapatan, pengeluaran, dan

laba perusahaan.

Berbicara mengenai kegiatan usaha yang dilakukan di sebuah negara, kita
tidak dapat terlepas dari pajak. Pajak sebagai pengeluaran yang manfaatnya tidak
dapat kita rasakan langsung menjadi kewajiban untuk setiap warga negara yang
menjalankan usaha dan mendapatkan hasil atau laba dari usaha yang
dijalankannya di negara yang ditinggalinya. Kaitan atau hubungannya sangat
jelas, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi industri
(perusahaan) dan bagaimana laba perusahaan mempengaruhi penerimaan pajak.
Indonesia sebagai negara yang masih termasuk dalam kondisi negara berkembang
masih sangat mengandalkan pajak yang merupakan sumber penerimaan utama
sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sehingga pemerintah dalam hal
ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan keras agar target penerimaan pajak

seperti yang telah diestimasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara



(APBN) dapat tercapai seoptimal mungkin Setiyadi (2009 : 1). Hal ini dapat
dilihat dari bagaimana gencarnya pemerintah dalam beberapa tahun belakangan
mengeluarkan aturan — aturan agar kesadaran para wajib pajak dalam hal
pembayaran pajak meningkat dan diiringi dengan penerimaan pajak yang semakin
meningkat pula, seperti diterbitkannya PMK Nomor 15 tahun 2008,
diberlakukannya Tax Amnesty, dan perpanjangannya yaitu Tax Amnesty jilid 11.

Pajak perusahaan atau yang dikenal dengan pajak penghasilan badan
memiliki kontribusi paling besar dibanding pajak penghasilan lainnya, seperti pph
pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 22 impor, pph pasal 23, pph pribadi, dan pph
pasal 26. Pgjak penghasilan badan mengalami fluktuasi dari tahun 2010 — 2016.
Hal ini yang membuat tertarik ingin meneliti pgjak penghasilan badan. Adapun
empat sektor yang dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan
badan adalah industri manufaktur, pertambangan, keuangan, dan perkebunan.
Direktorat Jenderal Pajak, (2015).

Menurut PSAK No. 46 paragraf 57 salah satu unsur beban ( penghasilan )
pajak yaitu beban ( penghasilan ) pajak kini ( Current Tax ), yaitu jumlah pajak
penghasilan terutang ( Payable ) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.
Bagian di dalam laporan keuangan yang mendapat perhatian khusus adalah laba.
Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting
Concepts (SFAC) Nomor 2 (FASB 1987) merupakan unsur utama dalam laporan
keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena
memiliki nilai prediktif. Kemudian dijelaskan pula pada Kerangka Dasar
Penyagjian dan Penyusunan Laporan Keuangan (KDPPLK) tahun 2012, laba

merupakan kinerja penghasilan bersih sering kali digunakan sebagai ukuran



kinerja atau dasar bagi ukuran yang lain. Unsur yang langsung berkaitan dengan
pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Pada umumnya manajemen
perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang kecil sehingga mereka
melaporkan laba bersih yang kecil.

Pada penelitian ini, data penjualan bersih, beban komersial dan pajak
penghasilan terutang perusahaan manufaktur yang diperoleh dari website BEI
menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan yang penjualan bersihnya
meningkat, akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pada pajak penghasilan
terutangnya. Untuk beban komersial, data juga menunjukkan ada beberapa
perusahaan yang beban komersial nya meningkat tetapi tidak diikuti oleh
penurunan pajak penghasilan terutangnya. Hal ini terlihat jelas padatabel dibawah

ini:



Tabel 1. 1

Data Penjualan Bersih, Beban Komersial dan PPh terutanng

MO.| KODE PEMJUALAN BERSIH PPh PEMJUALAM BERSIH PPh
1| AMIN | Rp 150.329.488.765 | Rp 6.571.178.105 | Rp 213.761.005.553 | Rp  11.033.307.424
2 ASI Rp 181.084.000.000.000 | Rp 3.951.000.000.000 | Rp 206.057.000.000.000 | Rp6.031.000.000.000
3 | AUTO | Rp 12.806.867.000.000 | Rp  165.486.000.000 | Rp 13.549.857.000.000 | Rp 164.155.000.000
4 | BATA | Rp 999.802.379.000 | Rp 23.070.359.000 | Rp 974.536.083.000 | Rp  25.869.803.000
5 BIMA | Rp 172.109.865.924 | Rp 5.722.673.288 | Rp 153.713.878.373 | Rp 3.415.182.310
6 INDS | Rp 1.637.036.790.119 | Rp 10.583.748.495 | Rp 1.967.982.902.772 | Rp  46.701.314.660
7 JECC | Rp 2.037.784.842.000 | Rp 45,935.985.000 | Rp 2.184.518.893.000 | Rp  30.496.360.000
8 KBLI Rp 2.812.196.217.447 | Rp 83.529.347.037 | Rp 3.186.704.707.526 | Rp  70.179.358.593
9 | KBLM | Rp 987.409.109.474 | Rp 14.506.715.500 | Rp 1.215.476.677.995 | Rp  12.356.964.000
10| SCCO | Rp 3.378.272.000.577 | Rp 100.356.348.982 | Rp  4.440.404.595.541 | Rp  83.238.075.336
11| SM5M | Rp  2.879.876.000.000 | Rp 156.016.000.000 | Rp 3.339.964.000.000 | Rp 165.250.000.000
12| VOKS | Rp 2.022.350.276.358 | Rp 34.977.988.411 | Rp 2.258.316.807.862 | Rp  67.408.978.068
13| CEKA | Rp 4.115.5341.761.173 | Rp 74.760.078.410 | Rp  4.257.738.486.908 | Rp  33.749.572.025
14| DLTA | Rp 774.968.268.000 | Rp 72.538.386.000 | Rp 777.308.328.000 | Rp  85.240.218.000
15| DVLA | Rp 1.451.356.680.000 | Rp 62.333.656 | Rp 1.575.647.308.000 | Rp 63.898.628
MNO.| KODE BEBAN KOMERSIAL PPh BEBAN KOMERSIAL PPh
1 | AMIN | Rp 115.665.457.658 | Rp 6.571.178.105 | Rp 164.801.957.053 | Rp 11.033.207.424
2 ASII Rpl63.550.000.000.000 | Rp 3.951.000.000.000 | Rp185.731.000.000.000 | Rp6.031.000.000.000
3 AUTO | Rp 12.359.527.000.000 | Rp  165.486.000.000 | Rp 13.203.406.000.000 | Rp 164.155.000.000
4 | BATA | Rp 934.971.675.000 | Rp 23.070.359.000 | Rp 893.163.523.000 | Rp  25.869.803.000
5 BIMA | Rp 154.426.246.081 | Rp 5.722.673.288 | Rp 137.762.084.300 | Rp 3.415.182.310
6 INDS | Rp 1.548.188.004.715 | Rp 10.583.748.495 | Rp 1.704.193.274.630 | Rp  46.701.314.660
7 JECC | Rp 1.752.351.689.000 | Rp 45.935.985.000 | Rp 2.014.861.7259.000 | Rp  30.496.360.000
8 KBLI | Rp 2.416.483.015.030 | Rp 83.529.347.037 | Rp 2.848.385.292.722 | Rp  70.179.398.593
9 KBLM | Rp 919.788.345.434 | Rp 14.506.715.500 | Rp 1.159.604.094.074 | Rp  12.356.964.000
10 | SCCO | Rp 2.968.755.513.964 | Rp  100.356.348.982 | Rp 4.123.794.042.470 | Rp  83.238.075.336
11 | SMSM | Rp  2.250.8659.000.000 | Rp  156.016.000.000 | Rp 2.664.341.000.000 | Rp 165.250.000.000
12 | VOKS | Rp 1.793.017.495.667 | Rp 34.977.988.411 | Rp 2.027.775.768.110 | Rp 67.408.978.068
13 | CEKA | Rp 3.795.709.248.642 | Rp 74.760.073.410 | Rp 4.097.631.014.873 | Rp  33.749.572.025
14 | DLTA | Rp 480.950.154.000 | Rp 72,538.386.000 | Rp 445,703.912.000 | Rp  8§9.240.218.000
15 | DVLA | Rp 1.122.733.009.244 | Rp 62.333.656 | Rp 1.365.405.132.000 | Rp 63.898.628

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan (www.idx.co.id)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa perusahaan pada
tahun 2016-2017 dengan penjualan bersih yang meningkat akan tetapi pajak
penghasilan terutang menurun, dan beban komersial mengalami peningkatan akan

tetapi pajak penghasilan terutang jugaikut meningkat.

Hal ini tidak sesual dengan pendapat Sanwanih (2006) penjualan

mempengaruhi besarnya laba setelah pajak. Maka dapat disimpulkan besarnya


http://www.idx.co.id)

penjualan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terutang sehingga dapat

berdampak pada besarnya laba setelah pajak.

Hal ini bertentangan dengan pendapat Rudianto (2006:209), biaya komersial
atau biaya operasional (operating expenses) merupakan biaya yang memiliki
peran besar dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan untuk mencapai
tujuannya. Biaya komersial dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat
dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Hal ini juga dijelaskan pada
Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung
penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan
kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya komersial yang
dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh

perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pajak
Penghailan terutang, penelitian Salamah, dkk (2015) yang meneliti tentang
pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan,
hasilnya 1) rasiogross profit, rasio operating profit dan biaya operasional secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, 2) rasio gross
profit, rasio operating profit dan biaya operasional secara parsialberpengaruh
signifikan terhadap pajak penghasilan badan, dan 3) Biaya operasional
berpengaruh dominan terhadap pajak penghasilan badan. Hernalisa (2017)
meneliti tentang pengaruh penjualan usaha dan beban operasional terhadap laba

bersih pada sebuah perusahaan dagang, dan hasilnya adalah kedua variabel



independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian Astuti
(2011) yang meneliti tentang pengaruh UU Perpajakan terhadap Laba Bersih
mendapatlan hasil bahwa perubahan UU perpgakan berpengaruh dan sangat
signifikan terhadap Laba bersih perusahaan. Hasil penelitian oleh Nasution (2016)
yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan 21
di Indonesia, memperlihatkan bahwa Produk Domestik Bruto, Bl Rate, Inflasi,
Pertambahan Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Orang Bekerja, Penanaman Modal
Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing berpengaruh secara signifikan
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. Selain itu juga ada
penelitian Efilia (2014) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan usaha dan
beban operasional terhadap laba bersih pada perusahaan Kimia, dan Keramik ,
Porselin dan Kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 — 2012
dengan hasil penelitian pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih,

sedangkan beban operasional tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Berdasarkan latar belakang dan uraian penelitian — penelitian terdahulu di
atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Penjualan Bersh dan Beban
Komersial terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2017”.

B. Identifikas M asalah

Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan, penulis dapat
mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 6 perusahaan yang data penjualan

meningkat akan tetapi pajak penghasilannya menurun.



2. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 8 perusashaan yang data
bebankomersialnya meningkat akan tetapi pajak penghasilannya juga ikut

meningkat.

C. Batasan dan Rumusan M asalah
1. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah agar masalah yang
akan diteliti tetap fokus dan tidak meluas ke arah masalah-masalah yang lain.
Batasan masalah penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti adalah
perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang
Konsumsi yang terdaftar di BEI dan penelitian ini hanya mengambil data

penelitian laporan keuangan manufaktur untuk periode 2016 — 2017

2. Rumusan M asalah

adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan
terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor
Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 — 2017 ?

2. Apakah Beban Komersial berpengaruh terhadap pajak penghasilan
terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor
Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 — 2017 ?

3. Apakah Penjualan bersih dan Beban komersial secara simultan
berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan
manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi

yang terdaftar di BEI periode 2016 —2017 ?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui apakah penjualan bersih berpengaruh terhadap
pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka
Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI
periode 2016 — 2017.

b. Untuk mengetahui apakah beban komersial berpengaruh terhadap
pajak penghasilan terutang pada perusahaan manufaktur Sektor Aneka
Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI
periode 2016 — 2017.

c. Untuk mengetahui apakah penjualan bersih dan beban komersial
secara simultan berpengaruh terhadap pajak penjualan terutang pada
perusahaan manufaktur Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri

Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016 — 2017.

2. Manfaat Penditian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

a Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan
dengan pajak penghasilan terutang.
b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi informas sekaligus

perbaikan dalam hal pelaporan pajak penghasilan terutang yang benar
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dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.

Bagi pemerintah, memberikan informasi tentang bagaimana keadaan
laporan keuangan serta kaitannya dengan pelaporan pajak penghasilan
terutang yang selama ini dilakukan oleh perusahaan.

. Bagi pendliti lain, untuk menjadi sumber referensi maupun sebagai
bahan teori untuk penelitian selanjutnya atau penelitian lain yang

sgjenis.



BAB [l
LANDASAN TEORI

A.Uraian Teori

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses
akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informas bagi
para pemakainya sebagal bahan dalam proses pengambilan keputusan
Harahap, (2012:201). Menurut Rahardjo (2009:1) dalam buku nya yang
berjudul Laporan Keuangan Perusahaan menjelaskan bahwa laporan
keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban managjer atau pimpinan
perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya
kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan diluar perusahaan atau
yang umumnya disebut stakeholder. Dalam kerangka dasar penyusunan dan
penyagjian laporan keuangan pada paragraf ke7, disebutkan bahwa laporan
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan
perubahan posis keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari |aporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan informasi
formal dan terstruktur atas operasional suatu perusahaan dan memberikan
petunjuk atas penetapan kebijakan di masa yang akan datang, namun
perusahaan harus membuat dua macam laporan keuangan yakni laporan

keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal

11
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sebagaimana digunakan untuk keperluan perpajakan harus disesuaikan

dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dilndonesia.

2. Penjualan

Penjualan adalah sumber yang paling utama dari penghasilan,
biasanya seldu ditempatkan pada baris pertama laporan Laba Rugi
Rahardjo, (2009:48). Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau
suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi
Assauri, (2013:23). Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusshaan selama suatu
periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak
berasal dari kontribus penanam modal.

Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal
mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya
untuk jangka waktu lama. Tujuan itu dapat tercapai apabila penjualan dapat
dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian, tidak berarti
bahwa barang atau jasa yang terjual akan menghasilkan laba Rahardjo,
(2009:48).

Penjualan merupakan satu di antara lima konsep bersaing yang
dijadikan sebagai pedoman oleh organisas untuk melakukan kegiatan
pemasaran Kotler, (2016:19). Lima konsep tersebut adalah konsep
produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan konsep pemasaran sosial.
Namun dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan sedikit konsep
penjualan, agar bahasan penelitian tetap fokus pada variabel-variabel

penelitian yang diteliti dan tidak terlalu meluas.
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Penjualan barang secara tunai maupun kredit dicatat dengan
mengkredit penjualan. Harga Pokok Penjualan (HPP) barang yang dijual
juga dicatat atas penjualan tersebut. Dalam penjualan barang secara kredit
memungkinkan diberikannya diskon penjualan untuk pembayaran yang
lebih cepat oleh pelanggan, diskon penjualan ini dicatat oleh penjual
sebagai debet ke diskon penjualan. Diskon penjualan dilaporkan sebagai
pengurang terhadap penjualan, begitupun dengan pengembalian barang
(retur) atau potongan harga diberikan. Jadi penjualan bersih adalah jumlah
yang diterima dari penjualan setelah dikurangi dengan nilai barang yang
dikembalikan dan cadangan turunnya harga Rahardjo, (2009:48). Pada
penelitian Novia Kusumadewi (2008) dan Sanwanih (2006)
memperlihatkan penjualan bersh mempunya pengaruh positif yang
signifikan terhadap Pajak penghasilan terutang. Hal ini juga dapat kita lihat
dalam Surat Edaran Dirjen Pgjak Nomor : SE-42/PJ/2013 tentang tata cara
untuk mendapatkan pajak penghasilan yang diatur didalam Pasal 17 dan
31E Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
dimana jumlah yang dikalikan ke tarif yang telah diatur adalah PKP, yaitu
hasil dari peredaran bruto atau penjualan bersih yang dikurangkan dengan

beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

3. Beban Komersal
Beban (expense) yaitu arus keluar barang atau jasa yang dapat
ditandingkan dengan pendapatan (revenue) untuk menentukan laba

(income). Karena pengorbanan tersebut digunakan untuk menghasilkan
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“prestas” dan tidak memiliki masa manfaat di masa yang akan datang,

maka harus dikurangkan dari |aba pada periode yang bersangkutan.

Menurut Rudianto (2006:209), biaya komersial atau biaya operasional
(operating expenses) merupakan biaya yang memiliki peran besar dan
berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Biaya komersial dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak
penghasilan badan suatu perusahaan. Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor
36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan biaya yang
diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak
dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara
konseptual, semakin besar biaya komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan

maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Beban komersiad merupakan tota beban yang terjadi dalam
keseluruhan operasi dan aktivitas perusahaan pada periode tertentu. Beban
komersia adalah penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha,

dan beban lain - lain.

a. Beban Pokok Penjualan

Pada perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduks
barang, harga pokok penjualan (costofgood sold) meliputi semua biaya
yang ada dalam perusahaan untuk mengolah bahan mentah menjadi
barang jadi. Biaya tersebut termasuk biaya bahan mentah, tenaga kerja,
dan overhead pabrik seperti supervisi, sewa, listrik, perawatan, dan

perbaikan Rahardjo, (2009:48).
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b. Beban Usaha

Beban usaha (operating expenses) perusahaan terdiri atas biaya
penjualan, biaya administras dan umum, dan juga biaya penyusutan
aktivatetap Rahardjo, (2009:49).

1). Biaya Penjuaan

Biaya penjualan biasanya dikelompokkan tersendiri sehingga
pembaca perhitungan labarugi dapat melibat cakupan dari
biaya-biaya penjualan tersebut. Misalnya gaji dan komis untuk
wiraniaga (salesman), biaya iklan dan promos, dan biaya
perjalanan dinas wiraniaga merupakan biaya penjual an.

2). Biaya Administras dan umum

Biaya ini meliputi biaya gaji pimpinan perusahaan, gaji dan
upah karyawan, biaya kantor, listrik, air, telepon, alat tulis
kantor, perawatan dan perbaikan, asurans dan sejenisnya.

3). Penyusutan

disebabkan keusangan atau keausan. Misalnya penurunan nilai
per tahun untuk suatu mesin yang digunakan untuk proses
pabrikasi adalah suatu biaya yang harus dikurangkan sebagai

tambahan pengeluaran.

c. Beban Lain—-Lain

Beban lain - lain biasanya berupa beban bunga, yaitu bunga
pinjaman. Bila perusahaan mengeluarkan atau mengeluarkan obligasi,
maka bunga harus dibayarkan kepada pemegang obligas karena

perusahaan telah menggunakan uang yang diterima dari obligas yang
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dikeluarkan perusahaan. Beban lain bisa juga berupa bunga yang harus
dibayar atas pinjaman / utang yang diterima dari bank atau lembaga

keuangan lain.

Paj ak
a. Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2015:1-2), terdapat beberapa definis pajak

yaitu:
Definis pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat

"Pgjak sebaga suatu kewagjiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasatimbal balik dari negara
secaralangsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum?”.

Definis yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitra, SH.

“Pgjak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang -
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pgjak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali
dengan Undang-Undang Pgak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pgak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap

Subjek Pgjak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam
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Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam
bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnyadimula atau
berakhir dadam Tahun Pgak. Yang dimaksud Tahun Pgak dalam
Undang-Undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat
menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua

belas) bulan.

b. Subjek Pajak

Subjek pgak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-
Undang untuk dikenakan pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Pgjak Penghasilan Nomor 17 Tahun
2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pagak Penghasilan

dinyatakan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah:

1). Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2) Badan.

3) Bentuk Usaha Tetap(BUT).

Tambahan dalam Pasal 2 ayat 1 di atas bahwa BUT merupakan
subjek pagak yang perlakuan perpaakannya dipersamakan dengan
subjek pajak badan. Pada dasarnya semua penduduk Indonesia,
merupakan subyek paak, tanpa memandang umur, jenis pekerjaan

atau apakah mempunyai pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Tuna



18

wisma, tuna karya, anak sekolah semuanya adalah subyek Pajak
Penghasilan. Karena untuk menjadi subyek pajak tidak berkaitan

dengan kedudukan atau pekerjaan seseorang.

c. Objek Pajak

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah
diubah terakhir Undang-Undang Pagjak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang menjadi obyek
paak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan WP
yang bersangkutan. Adapun unsur- unsur yang timbul dari definis
penghasilan yang menjadi objek pajak ini adalah:

1). Tambahan kemampuan ekonomis. Unsur ini memenuhi konsep
akres (accretion concept) atau konsep pertambahan, yang
termasuk penghasilan adalah setigp tambahan kemampuan
untuk menguasal barang dan jasa yang didapat oleh WP dalam

tahun pajak berkenaan.

2). Yang diterima atau diperoleh WP. Unsur ini memenuhi konsep
redisas  (realization concept). Tambahan kemampuan
ekonomis dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan apabila
sudah direalisas atau secara akuntans penghasilan terebut

sudah dapat dibukukan dengan menggunakan prinsip cash basis
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maupun accrual basis.

3). Yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar

4).

5).

Indonesia. Unsur ini memenuhi konsep world-wide-income
yaitu penghasilan yang dikenakan pgjak meliputi penghasilan
yang berasal dari manapun juga.

Yang dipakai untuk konsums maupun yang dipakai untuk
membeli harta. Bahwa penggunaan penghasilan apakah yang

akan dikonsums atau ditabung, semuanya dikenakan pajak.

Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Unsur ini memenunhi
konsep bahwa hakikat ekonomis adalah lebih penting dari pada
bentuk formal yang dipakai (substance-over-form-principle).
Ha yang menentukan penghasilan itu merupakan obyek pajak,

bukan pada bentuk yuridis, melainkan hakikat ekonomis.

d. Fungs Pajak

Menurut Resmi (2015:2-3) ada dua fungs pajak, antaralain:

1)

2)

Fungs budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak berfungs sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran — pengeluaran pemerintah. Contoh :
dimasukkan nya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam
negeri.

Fungs reguler (mengatur)

Pajak berfungs sebaga alat untuk mengatur atau mel aksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu
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dikenakannya pagak yang tinggi terhadap minuman keras
sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan begitu juga

dengan barang mewah.

e. Sistem Pemajakan Penghasilan

Pada dasarnya menurut PSAK No. 46 terdapat beberapa

prinsip dasar akuntans Pgjak Penghasilan, antaralain:

1)

2)

3)

4)

Pagjak Penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan atau
terutang diakui sebagai paak-kini (current tax liability),
sedang Pgak Penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan
diakui sebagai aset pajak kini (current taxasset).

Konsekuenss pgak periode mendatang yang dapat
diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (taxable
temporary differences) diakui sebagai kewagjiban pagak
tangguhan, sedang efek perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan (deductable temporary differences) dan sisa
kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagal aset
pajak tangguhan.

Pengukuran kewagjiban dan aset paak didasarkan pada
peraturan perpgjakan yang berlaku, efek perubahan peraturan
perpgjakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh
diantisipas atau diestimasikan.

Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan
pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat

atau tidaknya pemulihan asset pajak tangguhan direalisasikan
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dalam periode mendatang.
Menurut Resmi (2015:8-11) terdapat tiga tata cara pemungutan
pajak, terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem

pemungutan pajak.

1) Stelsel pajak
Pemungutan pgjak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu
stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.
() Stelsel nyata (riset stelsel)
Pengenaan pgjak didasarkan pada objek (penghasilan yang
nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pagak, yakni setelah penghasilan yang
sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai
kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel
ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan
kelemahannya adalah pgjak baru dapat dikenakan pada
akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
(b) Stelsel anggapan (fictievestel sel)
Pengenaan pgjak didasarkan pada suatu anggapan yang
diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu
tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga
pada awal tahun paak sudah dapat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan
stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,

tanpa harus menunggu pada akhir tahun sedangkan
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kelemahannya adal ah pajak yang dibayar tidak berdasarkan
pada keadaan yang sesungguhnya.
(c) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun
besarnya paak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih
besar dari pada pajak menurut anggaran, maka wajib pajak
harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya
dapat diminta kembali.
2) Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: asas domisili (asas
tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

(@) Asasdomisili (asastempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan
pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat
tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam negeri, maupun penghasilan yang berasal dari luar

negeri.

(b) Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan
paak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya

tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap
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orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia
dikenakan atas penghasilan yang diperol ehnya.
(c) Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan
dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa
asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang
bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di
Indonesia.
3) Sistem pemungutan pajak
Terdiri dari beberapa macam, yaitu: official assesment system,
self assesment system, dan with holding system.
(a) Official Assesment System
Suatu ssem pemungutan pajak yang kewenangan berada
pada aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak
yang terutang setigp tahunnya sesuai dengan ketentuan
Undang- Undang perpgakan yang berlaku. Inisatif,
kegiatan menghitung, serta memungut paak sepenuhnya
dalam sistem ini berada ditangan para aparatur pajak
(peranan dominan ada pada aparat pajak).

(b) Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
wajib pagjak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang
terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang perpgakan yang berlaku. Inisiatif kegiatan
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menghitung serta pelaksaaan pemungutan pgak dalam
sistem ini berada di tangan wajib pgak. Wagib paak
dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami
peraturan perpgakan yang sedang berlaku, mempunyai
kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya
membayar pajak.
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pgjak
banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan

ada pada wajib pajak).

(c) With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan
besarnya pagjak yang terutang oleh wajib paak sesuai
dengan ketentuan Undang- Undang perpaakan yang
berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan
dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan presiden
dan peraturan lainnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan
pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga

yang ditunjuk.

f. Biaya menurut Undang— Undang Perpajakan
Untuk mendapatkan total Pgjak Penghasilan yang terutang, kita
harus menghitung terlebih dahulu besarnya laba bersih sebelum pajak,

yang kemudian disesuaikan dengan koreks fiskal untuk menghasilkan
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laba fiskal atau Penghasilan Kena Pgak (PKP). Menurut Wauyo

dalam bukunyayang berjudul Akuntansi Pgjak (2016:214).

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Pgak Penghaslan Nomor 17 Tahun 2000
sebagai mana telah diubah terakhir Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008, huruf a, e, g, dan h diubah dan ditambah 5
(lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2)

diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Besarnya PKP bagi Wajib Pgjak Dalam Negeri (WPDN) dan
Bentuk Usaha Tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan, termasuk:

1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan,
biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
ggi, honorarium, bonus, gratifikas, dan tunjangan yang
diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya
perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya

administras, dan pagjak kecuali Pgjak Penghasilan;

2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan amortisas atas pengel uaran untuk memperoleh hak dan atas

biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
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tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A;

(@) luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan;

(b) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

(c) Kerugian dari selisih kurs mata uangasing

(d) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesig;

(e) Biaya bea siswa, magang, danpel atihan

(f) Piutang yang nyata-nyatatidak dapat ditagih, dengan syarat:
(1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba

rugi komersial;

(2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian
tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan
utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

(3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus;dan

(4) Wajib Pgjak harus menyerahkan daftar piutang yang
tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,
yang pelaksanaan nya diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
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(g) luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan;
(h) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
(i) Kerugian selisih kurs mata uangasing
(j) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesig;
(k) Biaya beasi swa, magang, danpel atihan;
() Piutang yang nyata-nyatatidak dapat ditagih dengan syarat:
(1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial;

(2) Wgjib Pgjak harus menyerahkan daftar piutang yang
tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;dan

(3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeriatau instans pemerintah yang
menangani piutang negara; atau adanya perjanjian
tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan
utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa
utangnyatelah dihapuskan u